
BAB I
PENDAHULUAN
1.1  LATAR BELAKANG
Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah.Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan.pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran gaji pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsiv, tepat waktu dan berkualitas. Hal ini di lakukan untuk perbaikan kualitas hidup dan terciptanya sistem kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang dapat mendorong motivasi kerja.
Pembayaran gaji pegawai  merupakan faktor pendukung utama dalam peningkatan motivasi kerja pegawai, karena dengan adanya pemberian gaji yang sesuai ketentuan, dibayarkan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar sesuai dengan ketentuan maka semangat kerja pegawai akan meningkat karena adanya kepercayaan bahwa hak-hak pegawai terpenuhi, sehingga mereka merasa tenang dan dapat berkonsentrasi untuk bekerja sebaik mungkin.
Dalam mewujudkan misi dan visi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Manado maka organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya seoptimal mungkin. Berbicara tentang gaji ternyata hal ini tidak hanya di landa para pekerja kelas bawah sebagai mana dimaklumi bersama bahwa masalah penggajian Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer merupakan hal yang sangat sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas baik penyelenggaraan pemerintah.Oleh karena itu masalah gaji pegawai memerlukan penangganan yang baik , tertib, dan teratur. 


Pembayaran gaji pegawai salah satunya yaitu dengan dilakukannya pengendalian intern yang baik,sehingga kemungkinan – kemungkinan buruk yang bisa terjadi seperti terjadinya kesalahan,kecurangan dan penipuan serta penggelapan yang dilakukan pegawai dapat di minimalkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam meminimalkan penyalagunaan anggaran yang gunakan sasaran dan tujuan pembangunan tidak tercapai secara maksimal,dengan gaji yang cukup kepada aparatur Negara dapat mencegah praktek-praktek korupsi,kolusi dan nepotisme.
Sistem penggajian yang baik juga sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan.Penggajian merupakan masalah yang komplek, sehingga perusahaan harus menyusun suatu aturan tentang penerapan penggajian yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian hal ini diharapkan bisa mengurangi resiko kecurangan atau penyelewengan.
Gaji merupakan balas jasa terhadap para pekerja dari pemberi kerja yang bergabung dalam kegiatan usaha yang menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa.pemberian gaji yang sesuai dengan golongan pegawai,jabatan,lama bekerja dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kesejahtraan seorang pegawai. Oleh karena itu perusahaan harus memberi imbalan jasa secara wajar sesuai dengan prestasi yang dimiliki masing-masing pegawai dan apa yang diharapkan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang di inginkan.

Sistem pembayaran gaji merupakan kegiatan rutin perusahaan setiap bulannya.pembayaran gaji merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang relatif cukup besar.Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang baik dan jelas dalam hal ini penggajian agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam transaksi sehingga terciptanya transparansi antara perusahaan dengan pegawai agar tidak terjadinya kerugian.
Dari uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul tugas akhir ”SISTEM PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MANADO”
1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir,sebagai berikut :

Bagaimana sistem pembayaran gaji pegawai pada Dinas Perindustrian dan                            Perdagangan Kota Manado?
1.3 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas,maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:
Untuk mengetahui sistem pembayaran gaji pegawai yang di terapkan oleh   Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.
1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis
Memperoleh dan menemukan bagaimana dunia kerja dalam sistem   pembayaran gaji yang sesungguhnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.
     b. Bagi Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Manado
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan saran dan        koreksi bagi dinas perindustrian dan perdagangan kota manado dalam meningkatkan kinerja.
c. Bagi jurusan Akuntannsi D-III
Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ada  dipoliteknik negeri manado dan di jurusan akuntansi.                                                                                                                                                                                                                                                                       
1.5  Metode Analisa Data
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penulis Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada ,tentang sistem pembayaran gaji pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.
1.6  Diskripsi Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota         Manado              
1.6.1 Sejarah singkat Instansi
       Pada Tahun 1981, kementrian perindustran dan perdagangan berdiri secara sendiri-sendiri. berdasarkan keputusan presien RI Tahun 1995    departemen perindustrian dan perdagangan digabung menjadi satu departemen yakni departemen Perindustrian dan perdagangan.

Beralih fungsi dengan adanya keputusan presiden tahun 2000 fungsi departemen perindustrian dan perdagngan dikembalikan statusnya sebagai otonomisasi daerah yang tadinya nama kantor departemen  perindustrian dan perdagangan diganti menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Sejak presiden SBY melaksanakan tugasnya sampai dengan saat sekarang status kementrian perindustrian dan perdagangan dipisahkan kembali yakni Kementrian Perindustrian dan Kementrian perdagangan hanya dengan otonomisasi tergantung pada masing-masing daerah. 

Ada beberapa daerah yang masih membentuk Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan ada juga daerah yang statusnya digabungkan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
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1.6.2                                                         STRUKTUR ORGANISASI

      DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MANADO
    Jobdeskripsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang  perindustrian dan perdagangan.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan   perdagangan;

b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan perindustrian dan perdagangan;

d. Pelaksanaan pengawasan melekat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.
2.  Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Seorang Sekretaris.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam              mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi dinas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan program, keuangan, pelaporan, kepegawaian, umum, perlengkapan, dokumentasi, hokum, data dan informasi serta hubungan antar lembaga dan masyarakat;

b. Pengoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan;
c. Pengoordinasian dan pengaturan kerjasama;
d.Pengoordinasian perumusan kebijakan strategis di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan;

e.Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

f.Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

 3.      Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembuatan program dan perencanaan potensi usaha di bidang Industri, penyiapan panduan dan bimbingan teknis terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi, monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Industri.

Bidang Pengembangan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusun program dan rencana potensi serta pembentukan cluster usaha dibidang industri;

b. Penyusun panduan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana usaha dan produk loan;

c. Penyiapan panduan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penetapan standard, Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL) dan disertivikasi produk unggulan;

d. Penyiapan panduan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran;

e. Penyusun laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang industri;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
4.      Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan perdagangan, menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pengaturan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, memantau dan mengevaluasi kegiatan usaha dibidang perdagangan.

Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkaji potensi perdagangan serta penyusun rencana pengembangan disektor perdagangan;

b. Penyusun profil komoditi perdagangan yang berpeluang dipasar nasional dan internasional;

c. Pengatur dan pembina terhadap pengembangan kegiatan dunia usaha dibidang ekspor impor;

d. Pengoordinasian antar instansi terkait yang berhubungan dengan pengembangan dunia usaha;

e. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian bahan kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis dan barang umum lainnya;

f. Pengoordinasian serta pengkajian lapangan dan pemeriksaan usaha dalam rangka penerbitan surat keterangan asal (SKA) dan angka pengenal impor (API) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan termasuk pengelolahan retribusi pada dinas di bidang perdagangan.
5.      Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas membantu kepala dinas dalam pengawasan dan pembinaan terhadap barang beredar dan jasa, melaksanakan pemantauan dan pengendalian produk barang jenis makanan dan minuman dalam bentuk kemasan serta penggunaan bahan pengawet, melaksanakan pelayanan konsumen yang bermasalah termasuk pengaduan, memonitoring dan pengendalian alat ukur komersil usaha dibidang Industri dan Perdagangan.

Bidang Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusun dan penyiapan bahan rencana umum kegiatan pembinaan dan pengawasan khusus barang dan jasa;

b. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen;

c. Pengawasan atas standard, mutu barang dan jasa;

d. Pengoordinasian antar instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan proses uji barang/produk serta penelitian dan penyelidikan atas penggunaan peralatan alat ukur dibidang usaha industri dan perdagangan;

e. Penyusun laporan evaluasi kinerja hasil monitoring;

f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan atasan.
6.      Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan

Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengawasan sarana usaha dibidang industri dan perdagangan.

Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengidentifikasian permasalahan teknis legalitas usaha dan kinerja setiap  badan usaha dibidang industry dan perdagangan;

b. Penyusunan bahan teknis pembinaan dan pengawasan sarana usaha dibidang industri dan perdagangan;

c. Penyusunan bahan bimbingan teknis pengawasan dibidang industri dan perdagangan;

d. Pengoordinasian antar instansi terkait yang berhubungan dengan keabsahan legalitas usaha;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta permasalahan usaha dibidang industri dan perdagangan;

f. Paksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.
7.      Rincian Tugas Subbagian umum dan kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga serta tata persuratan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

d. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas;

e. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai tugas dan kewenangannya;

g. Menyusun DUK, rekapiatulasi, daftar kehadiran pegawai dan laporan kepegawaian lainnya;

h. Memproses gaji berkala, mengusulkan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, Ijin belajar, tugas belajar dan usulan kepegawaian lainnya

i. Melaksanakan pembinaan, penerapan dan pelaporan disiplin pegawai;

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Umum dan Kepegawaian;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8.      Rincian Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan Perencanaan dan pelaporan serta tata persuratan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Rincian tugas Subbagian Perencanaan :

a. Menyusun rencana program kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman  pelaksanaan tugas;

b. Menyusun laporan tahunan penyelenggaraan pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan                             rencana kerja;

e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dinas;

g. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;

h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangannya;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Perencanaan;

j. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan kepada atasan;

k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
   9.      Rincian Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dalam menyiapkan bahan mulai proses, verifikasi dan akuntansi, dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Subbagian Keuangan:

1. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;

2. Menyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan RKA Dinas;

3. Menyusun rancangan anggaran kas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;

4. Melaksanakan administrasi dan register penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);

5. Menerima, mencatat dan mengevaluasi pendapatan/pengeluaran per kegiatan;

6. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan;

7. Menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

8. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

9. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

10. Menerbitkan dan membuat register Surat Perintah Membayar (SPM);

11. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU);

12. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);

13. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);

14. Melakukan verifikasi administrasi daftar gaji;

15. Menyiapkan administrasi keuangan perjalanan dinas;

16. Mengelola dan mengiventarisasi barang milik negara dan BMD yang ada di Dinas 

17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
10.    Rincian Tugas Seksi Binas Pasar dan Distribusi

Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai tugas membantu Bidang Perdagangan melaksanakan pelayanan adiministrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis pasar dan distribusi, meningkatkan kelancaran distribusi barang/jasa serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Bina Pasar dan Distribusi :

a.   Melaksanakan pelayanan adiministrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

b. Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan teknis pasar dan distribusi;

c. Meningkatkan kelancaran distribusi barang/jasa dalam upaya menciptakan harga yang murah, transparan dan terjangkau;

d. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang dalam pengawasan sarana distribusi;

e. Meningkatkan promosi dan pemasaran komoditi unggulan hasil produksi daerah;

f. Menyampaikan informasi dan peraturan serta melakukan pemantauan pasar dan distribusi;

g. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengembangan Usaha dan promosi mempunyai tugas membantu Bidang Perdagangan menyiapkan bahan bimbingan teknis kebijakan perdagangan komoditi dalam negeri maupun luar negeri (ekspor-impor), melakukan pembinaan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar dunia usaha, memberikan pelayanan kepada dunia usaha dalam bentuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Impor (API), melakukan koordinasi dan kerjasama dalam menumbuhkembangkan usaha perdagangan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi :

a.  Menyiapkan bahan bimbingan teknid kebijakan perdagangan komoditi dalam negeri maupun luar negeri (ekspor-impor);

b. Melakukan pembinaan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar dunia usaha;

c.  Memberikan pelayanan kepada dunia usaha dalam bentuk penerbitan berita acara pemeriksaan (bap) untuk pengurusan surat keterangan asal (ska) dan angka pengenal impor (api);

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam menumbuhkembangkan usaha perdagangan;

e.  Melakukan pendaftaran perusahaan dan pembinaan komoditas usaha perdagangan;

f.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi pengembangan usaha dan promosi dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

g. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan , menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis mempunyai tugas membantu Bidang Perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi harga bahan kebutuhan pokok, barang strategis dan barang umum lainnya, melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan gudang, melakukan pengawasan terhadap stock barang yang masuk dan keluar gudang, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah Provinsi mengenai ketersediaan  bahan kebutuhan pokok, barang strategis dan barang umum lainnya;

Rincian Tugas Seksi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis :

a.  Melakukan monitoring dan evaluasi harga bahan kebutuhan pokok, barang strategis dan barang umum lainnya;

b. Melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan gudang;

c.  Melakukan pengawasan terhadap stok barang yang masuk dan keluar gudang;

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi sulawesi utara mengenai ketersediaan bahan kebutuhan pokok, barang strategis dan barang umum lainnya;

e.  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas seksi barang kebutuhan pokok dan barang strategis;

f.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi barang kebutuhan pokok dan barang strategis dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

g. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan , menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11.    Rincian Pengembangan Mutu Barang dan Jasa

Seksi Pengembangan Mutu Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan pengawasan atas barang dan atau jasa yang beredar melalui cara penelitian, pengujian serta survey dalam memenuhi standard mutu barang/produk terutama produk kadaluarsa serta produk yang di duga menggunakan bahan pengawet berbahaya.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Mutu Barang dan Jasa :

a.  Melaksanakan pengembangan atas barang dan atau jasa yang beredar melalui cara penelitian, pengujian serta survey;

b. Melaksanakan pengembangan standard mutu barang/produk terutama produk kadaluarsa serta produk yang di duga menggunakan bahan pengawet berbahaya;

c.  Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan seksi pengembangan mutu barang dan jasa dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing-masing;

d. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan seksi pengembangan mutu barang dan jasa guna penyempurnaan lebih lanjut;

e.  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi pengembangan mutu barang dan jasa;

f.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang seksi pengembangan mutu barang dan jasa dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

g. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengawasan terhadap barang beredar dan jasa serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa.

Rincian tugas Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa :

a.  Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri sipil perlindungan Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan hukum perlindungan konsumen;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri sipilperlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan penegakan hukum perlindungan konsumen;

c.  Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan hukum perlindungan konsumen;

d. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan hukum perlindungan konsumen;

e.  Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri SipilPerlindungan Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan hukum perlindungan konsumen; 

f.  Melakukan tugas lain yang diberikan atasan;

Seksi Pelayanan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Konsumen memberikan tanda daftar perlindungan konsumen kepada pemohon baik lembaga atau yayasan yang kegiatannya menyangkut perlindungan konsumen sekaligus melayani pendaftaran terhadap pelaku usaha produk telekomunikasi dan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Konsumen :

a.  Memberikan tanda daftar perlindungan konsumen kepada pemohon baik lembaga atau yayasan yang kegiatannya menyangkut perlindungan konsumen;

b. Memberikan pelayanan pendaftaran terhadap pelaku usaha produk telekomunikasi dan elektronika sesuai  ketentuan yang berlaku;

c.  Melakukan pembinaan konsumen terhadap produk dipasaran;

d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Konsumen dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing-masing;

e.  Memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Konsumen guna penyempurnaan lebih lanjut;

f.  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pelayanan Konsumen;

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Seksi Pelayanan Konsumen dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

i.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
12.    Rincian Tugas Seksi Pengawasan Industri 

Seksi pengawasan Industri mempunyai tugas membantu Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan mengadakan pengawasan terhadap izin industri pencemaran lingkungan, produk industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ( SNI ) dan mengawasi industri yang menggunakan bahan tambahan makanan agar tidak berbahaya bagi kesehatan manusia serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

Rincian tugas Seksi Pengawasan Industri:

a.   Mengadakan pengawasan terhadap izin-izin industri yang di keluarkan;

b. Mengadakan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan;

c.  Mengadakan pengawasan terhadap produk-produk industri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan yang belum menerapkan SNI;

d. Mengadakan pengawasan terhadap industri yang menggunakan bahan tambahan makanan agar tidak berbahaya bagi kesehatan manusia;

e.  Membuat laporan pelaksanaan tugas;

f.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengawasan Industri dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

g. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan menyiapkan bahan bimbingan teknis mengenai pengawasan kegiatan usaha perdagangan,mengadakan pengawasan terhadap pendaftaran perusahaan dan perizinan perdagangan, mengadakan pemantauan dan pengawasan distribusi peredaran barang dan jasa serta melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha.

Rincian tugas Seksi Pengawasan Perdagangan :

a.  Menyiapkan bahan bimbingan teknis mengenai pengawasan kegiatan usaha perdagangan;

b. Mengadakan pengawasan terhadap pendaftaran perusahaan dan perizinan perdagangan;

c.  Mengadakan pemantauan dan pengawasan distribusi peredaran barang dan jasa;

d. Melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha;

e.  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Seksi Pengawasan Perdagangan;

f.  Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengawasan Perdagangan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

g. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Evalausi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan melaksanakan pengumpulan data dan informasi kegiatan industri dan perdagangan, melakukan evaluasi hasil pengawasan industri dan perdagangan, menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan industri dan perdagangan, menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan serta menyusun rencana tindak lanjut hasil pengawasan.

Rincian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan :

a.  Melaksanakan pengumpulan data informasi kegiatan industri dan perdagangan;

b. Melakukan evaluasi hasil pengawasan industri dan perdagangan;

c.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas pengawasan;

d. Menyusun rencana tindak lanjut hasil pengawasan;

e.  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis merngenai bidang tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

g. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.
13.    Rincian Tugas Seksi Pembinaan UTTP

UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. 

Rincian tugas UTTP :

Melakukan koordinasi tentang ketentuan menyangkut penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

a.  Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing-masing;

b. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi guna penyempurnaan lebih lanjut;

c.  Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi;

d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e.  Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;

f.  Membantu tugas lainnya yang diberikan atasan .
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